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Abstrak 
Infeksi virus Corona disebut Covid-19 (Corona Virus Disease 2019) dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, 
China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua 
negara, termasuk Indonesia, sehingga menjadikan beberapa negara di dunia menerapkan suatu kebiasaan 
untuk tetap menjalankan aktivitas seperti biasa namun dengan selalu menerapkan protokol kesehatan agar 
penularan tidak semakin meningkat atau lebih dikenal dengan New Normal. Kemunculan virus Covid-19 
berdampak pada lembaga atau instansi mengalami perubahan, terutama di Indonesia. Contohnya adalah 
Lembaga Pemasyarakatan atau yang biasa disebut dengan Lapas, yang harus menerapkan protokol kesehatan 
demi kesejahteraan setiap individu yang ada di Lapas, baik itu pegawai maupun Warga Binaan 
Pemasyarakatan. Dengan diberlakukannya protokol kesehatan, hal ini membuat pelaksana pembinaan 
kemandirian di Lapas wajib mengutamakan keamanan serta kenyamanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan 
ketika melaksanakan pembinaan. Program pembinaan kemandirian yang terdapat di Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi, bertujuan untuk menjadikan setiap Warga Binaan Pemasyarakatan ahli 
dalam suatu bidang, sehingga ketika masa hukuman telah habis, Warga Binaan Pemasyarakatan mampu 
mengimplementasikannya diluar lingkungan Lapas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dan 
penelitian ini bertujuan untuk mengukur pelaksanaan hak Warga Binaan Pemasyarakatan dalam pembinaan 
kemandirian di era Covid-19, juga apa langkah yang diterapkan ditengah permasalahan pemasyarakatan 
dalam pemenuhan hak asasi manusia, sehingga kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini ialah pihak 
Lapas membuat suatu kebijakan, serta setiap individu di Lapas wajib mematuhi protokol kesehatan. 
Kata kunci: Era Normal Baru, Lembaga Pemasyarakatan, Warga Binaan Pemasyarakatan, Pembinaan 
kemandirian 

 
Abstract 

The coronavirus infection is called Covid-19 (Corona Virus Disease 2019) and was first discovered in the 
Chinese city of Wuhan in late December 2019. This virus is transmitted very quickly and has spread to almost 
all countries, including Indonesia, making some countries in the world apply a habit to continue to carry out 
activities as usual but by always applying health protocols so that transmission does not increase or better 
known as New Normal. The emergence of the Covid-19 virus has an impact on institutions or agencies 
experiencing changes, especially in Indonesia. An example is the Penitentiary or commonly called Lapas, which 
must apply health protocols for the welfare of every individual in Lapas, both employees and Correctional 
Residents. With the enactment of health protocols, this makes the implementation of independence 
development in Lapas mandatory to prioritize security and comfort for Correctional Residents when carrying 
out construction. Self-reliance development program found in Class IIA Correctional In- stitution Bukittinggi, 
aims to make every Community Correctional Community expert in a field, so that when the sentence period 
has expired, the Correctional Community is able to implement it outside the Lapas environment. This research 
uses qualitative methods, and this study aims to measure the implementation of the rights of Correc- tional 
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Residents in the development of independence in the Covid-19 era, as well as what steps are applied in the 
midst of correctional problems in the fulfillment of human rights, so that the conclusion that can be drawn 
from this study is that lapas make a pol- icy, and every individual in Lapas must comply with health protocols. 
Keywords: The New Normal Era, Correctional Institutions, Correctional Inmates, Foster- ing independence 

 
PENDAHULUAN 

Kita semua mengetahui bahwa sejak jumlah kasus Covid-19 meningkat di Indonesia, berbagai 

permasalahan sosial dan ekonomi muncul di tengah masyarakat. Tak dapat dipungkiri jika Covid-19 telah 

hampir melumpuhkan kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Akibat kasus Covid-19 ini, pemerintah 

Indonesia mulai melakukan berbagai kebijakan sep- erti mengeluarkan himbauan social distancing, 

mengeluarkan himbauan untuk Work From Home bagi pegawai, memberlakukan pembatasan wilayah, 

membangun RS khusus untuk penanganan Covid-19, dan lain-lain. Dengan adanya kebijakan pemerintah ini 

serta situasi yang semakin genting, tentunya memberikan dampak bagi masyarakat, baik masyarakat 

menengah ke bawah hingga kalangan elit. Berbagai masalah sosial ekonomi muncul dan dampaknya langsung 

terasa oleh masyarakat. Dari permasalahan yang timbul, Pemerintahan Indonesia segera memutuskan untuk 

menerapkan era New Normal, yang mana Pemerintah sangat berharap agar era ini nantinya dapat 

meningkatkan perekonomian negara yang menurun. 

Salah satunya adalah Kementrian Hukum dan HAM (Hak Asasi Manusia) RI harus melaksanakan 

kebijakan supaya narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan tidak menjadi korban dari penyebaran 

virus Covid-19 ini. Karena hampir diseluruh Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia mengalami overcrowded 

dan menyebabkan mudahnya virus Covid-19 menyebar dengan mudah. Negara-negara di dunia sudah 

melakukan pembebasan pada narapidananya dengan tujuan memutus rantai penularan yang terjadi didalam 

Lembaga Pemasyarakatan. 

Untuk membuat suatu kebijakan pembebasan kepada narapidana sehubung dengan masa pandemi 

ini, Yasona selaku Menteri Hukum dan HAM membuat SK (Surat Keputusan) mengenai asimilasi dan hak 

integrasi terhadap narapidana di Lapas. Dimana Asimilasi merupakan suatu pembinaan terhadap warga binaan 

atau narapidana yang dilakukan dengan pembebasan dengan kriteria yang sudah diputuskan dalam kebijakan 

tersebut. Sedangkan hak intergrasi merupakan suatu pemberian bebas bersyarat, cuti menjelang bebas dan 

cuti bersyarat untuk narapidana atau warga binaan yang melakukan tindak pidana kecuali terorisme, narkotika 

dan pengedar narkotika serta tindak pidana korupsi dan kejahatan HAM yang cukup berat. Yang mendapatkan 

program asimilasi dan hak integrasi adalah narapidana atau warga biaa yang berkelakukan baik dengan tidak 

atau sedang menjalani hukuman disiplin dalam 6 bulan terkahir serta melakukan kegiatan pembinaaan dengan 

baik dan sudah menjalani setengah dari masa pidananya didalam Lembaga Pemasyaralatan. 

Ketika menjadi seorang Warga Binaan Pemasyarakatan, mereka diberikan pembinaan sesuai dengan 

kebutuhannya. Petugas pemasyarakatan mengambil peran penting di dalam terlaksananya seluruh kegiatan 

Warga Binaan Pemasyarakatan di dalam Lapas. Dimana pernyataan itu mengartikan bahwa petugas 

pemasyarakatan seharusnya memberikan seorang Warga Binaan Pemasyarakatan sebuah pembinaan bukan 

pemidanaan. 

Rahardjo (1982) mengatakan “Penghukuman bukanlah melindungi masyarakat semata-mata, 

melainkan harus pula membinasi pelanggar hukum agar si pelanggar hukum itu tidak lagi disebut penjahat, 

melainkan orang yang tersesat. Orang sesat akan dapat bertobat dan ada harapan mengambil manfaat 

sebesar-besarnya dari system pemidanaan yang diterapkan kepadanya.” 

Permasalahan yang dihadapi oleh Warga Binaan Pemasyarakatan adalah masyarakat sulit untuk 

menerima kembali, karena status mereka sebagai mantan Warga Binaan Pemasyarakatan yang selalu dicap 

buruk oleh sebagian masyarakat. Dimana masyarakat merasakan kekhawatiran bahwa mantan Warga Binaan 
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Pemasyarakatan masih melakukan pelanggaran hukum ditengah-tengah mereka. Hal ini sangat menegaskan 

bahwa di era pandemi ini pemenuhan hak asasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di bidang pembinaan 

kemandirian tetap dipenuhi bahkan memberikan dampak positif bagi setiap Warga Binaan Pemasyarakatan 

dan masyarakat, Warga Binaan Pemasyarakatan masih diberikan kesempatan untuk melakukan pembinaan 

tersebut dan diberikan hak untuk berkarya dengan menyalurkan minat dan bakatnya. Hal tersebut berjalan 

karena adanya strategi yang baik di setiap organisasi, apalagi disaat pandemi saat ini dan pembinaan untuk 

tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak, mencuci tangan dan memakai masker. Oleh sebab 

itu, dengan adanya strategi yang baik dan tepat, maka akan tercipta dan terpenuhinya hak asasi manusia bagi 

para Warga Binaan Pemasyarakatan dala program pembinaan kemandirian di era New Normal ini. 

Tujuan penelitian ini untuk peninjauan pemenuhan hak Warga Binaan Pemasyarakatan dalam 

program pembinaan kemandirian masa pandemi Covid-19, juga mengetahui strategi yang diterapkan ditengah 

permasalahan pemasyarakatan dalam pemenuhan hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Pembahasan ini 

berfokus kepada standar pemenuhan Hak Asasi Manusia di dalam Lapas dalam program pembinaan 

kemandirian di masa pandemi Covid-19, dengan upaya pelayanan yang diberikan petugas pemasyarakatan. 

Hal ini sejalan dengan upaya pemenuhan dan pencapaian tujuan dari sistem pemasyara- katan itu sendiri. 

 

RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat diperoleh rumusan masalah: 

a. Apa saja Program pembinaan kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan yang ditempatkan di Lapas 

Kelas IIA Bukittinggi? 

b. Apa saja kendala dalam pelaksanaan pembinaan kepribadian dan apa saja upaya yang dilakukan oleh pihak 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi untuk menghadapi kendala-kendala dalam pembinaan 

kepribadian Warga Binaan Pemasyarakatan? 

 

METODE 

Dalam penelitian ini memakai metode Jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif karena penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan segala sesuatu baik kejadian, kenampakan dan 

sebagainya yang terjadi pada proses bimbingan kerja di Lapas Kelas IIA Bukittinggi. Metode ini untuk 

mengeksplorasi Hak Asasi Manusia makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap 

berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 

IIA Bukittinggi dengan beberapa data yang didapat dari petugas dan warga binaan yang ditentukan dengan 

teknik purposive sampling, dimana teknik purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel yang 

didasarkan atas suatu pertimbangan, seperti ciri-ciri atau sifat- sifat suatu populasi. 

 

HASIL PEMBAHASAN 

A. Program Pembinaan Kepribadian TerhadapWarga Binaan Pemasyarakatan yang ditempatkan di Lapas 

Kelas IIA Bukittinggi 

  Dalam penerimaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang berminat untuk mengikuti program 

kemandirian, terdapat alur dalam pelaksanaannya. Di mana sesuai dengan hukum untuk bimbingan kerja 

sendiri, yaitu: 

1. UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan; 

2. UU No. 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak; 

3. PP No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan; 

4. PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No.99 Tahun 2012 tentang 

Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga BinaanPemasyarakatan; 
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5. Permenkum Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaran 

Pemasyarakatan; 

6. PermenkumHak Asasi Manusia Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil 

Kegiatan Industri di Lembaga Pemasyarakatan. 

  Berdasarkan hukum diatas, disebutkan persyaratan Warga Binaan Pemasyarakatan harus mendaftar 

diri kepada petugas dengan memiliki minat dan bakat, serta memiliki kelakuan baik dan telah menjalani 1/3 

masa pidananya. Bimbingan kerja yang dilakukan oleh pihak Lapas ini dipimpin oleh pejabat fungsional, lalu 

diberitahukan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan yang terpilih dan setelah Warga Binaan Pemasyarakatan 

tersebut terpilih, ia akan menandatangi kontrak lalu melakukan bimbingan kerja. Sesaat sebelum 

melaksanakan bimbingan kerja, Warga Binaan Pemasyarakatan akan diberikan pengarahan terkait kegiatan 

yang akan dilaksanakan. 

  Pembinaan kemandirian yang dil- aksanakan di Lapas Kelas IIA Bukittinggi bertujuan agar setiap 

terpidana dapat memiliki keahlian atau keterampilan yang dapa berguna ketika ia telah keluar dari Lapas Kelas 

IIA Bukittinggi. Hingga saat ini sudah ada banyak bimbingan kegiatan kerja yang di lakukan oleh Lapas Kelas IIA 

Bukittinggi yaitu: 

a. Pengasapan Lele (Ikan Salai) 

 Pembuatan Ikan Salai yang di lakukan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas dalam 

bimbingan kerja ini tidak lupa pula pihak Lapas bekerja sama dengan pihak ke tiga sebagai konsumen 

untuk penjualan produksi Ikan Salai agar Warga Binaan Pemasyarakatan semakin bersemangat dalam 

melaksakan kegiatan kerja ini. Sarana serta prasana yang di butuhkan pun sudah pasti di siapkan oleh 

pihak Lapas dengan cukup baik guna peningkatan kualitas kerja Warga Binaan Pemasyarakatan itu 

sendiri supaya para Warga Binaan Pemasyarakatan mempunyai bekal kemandirian saat sudah keluar 

dari masa pembinaan di Lapas dan dapat melanjutkan apa yang mereka kerjakan saat berada dalam 

masa bimbingan di Lapas sehingga tidak melakukan tindak pidana yang lain lagi dan mempunyai 

pekerjaan yang halal 

b. Produksi Jas Hujan 

 Kegiatan produksi jas hu- jan yang di lakukan di Lapas Ke- las IIA Bukittinggi ini pula menjadi 

salah satu produksi unggulan yang di lakukan para Warga Binaan Pemasyarakatan. Kegiatan kerja ini 

di biasanya di buat untuk orang luar dengan cara pengiklanan para petugas pemasyarakatan tentang 

produk ini yang di lakukan para Warga Binaan Pemasyarakatan sehingga pihak luar akan tertarik 

dan mencoba jas hujan dan di distribusikan lewat petugas. Sehingga produk ini di ketahui oleh 

masyarakat luar sehingga dapat mengurangi stigma buruk masarakat banyak tentang narapidana dan 

mulai dapat menilai bahwa dalam masa pembinaan para Warga Binaan Pemasyarakatan benar benar 

di bina dan mendapatkan bekal yang besar saat selesai masa pembinaan. 

c. Pembuatan Kue Manis 

 Sama halnya dengan produksi ikan salai, kue manis ini juga bekerja sama dengan pihak ketiga 

sebagai konsumen. 

d. Pertanian 

 Untuk kegiatan kerja ini pihak Lapas harus bekerja sama dengan pihak ketiga untuk menjual 

hasil produksi, tetapi hanya sebagian saja yang di jual selebihnya di gunakan sendiri oleh pihak Lapas 

untuk mengolah makananWarga Binaan Pemasyarakatan karena Warga Binaan Pemasyarakatan 

harus mendap makanan yang bergizi dan fresh. Untuk pihak ketiga sendiri kebanyakan berasal dari 

orang orang pasar dan akan di jual kembali di pasar. 

e. Pembinaan Kerohanian 
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 Pembinaan Kerohanian dilaksana setiap hari agar para narapida memiliki akhlak yang baik dan 

mendapat bekal menuju alam akhirat nanti. 

 

B. Upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi Menghadapi Kendala dalam 

Pembinaan Kepribadian 

 Upaya yang dilakukan Lapas Klas IIA Bukittingi ialah menerapkan strategi untuk meminimalisir 

terjadinya kerusuhan dalam masa pandemi ini, untuk selalu mendengarkan aspirasi, keluh kesah, dan 

saran yang membangun dari setiap Warga Binaan Pemasyarakatan maupun pegawai terkait seluruh aspek 

dalam organisasi termasuk dalam program pembinaan kemandirian yang dilaksanakan.  

 Selain itu, dikarenakan kondisi bebrapa negara yang sedang dilanda pandemi Covid-19, setiap 

individu harus memiliki pola hidup yang sangat berberda dari kondisi sebelum pandemi yaitu untuk setiap 

warganya menerapkan 6M : memakai masker; mencuci tangan; menjaga jarak; mengurangi mobilitas; 

menghindari keramaian; dan menghindari makan bersama. Karena dalam pandemi saat ini, setiap orang 

diselimuti rasa kekhawatiran akan keamanan dan kenyamanan. Lapas Kelas IIA Bukittinggi tidak 

menghilangkan hak atas pembinaan kemandirian bagi para Warga Binaan Pemasyarakatan. Selain itu, hal 

ini juga memanfaatkan kesempatan untuk mengadakan pembinaan kemandirian yang menyesuaikan 

dengan situasi, kondisi, juga kebutuhan, dan trend masa pandemi ini dalam meningkatkan produktivitas 

pemasaran juga pelatihan minat dan bakat para Warga Binaan Pemasyarakatan. 

 

SIMPULAN 

Saat ini, wabah Covid-19 telah menginfeksi beberapa negara, dan menimbulkan berbagai macam 

permasalahan mengenai bagaimana dunia saat ini. Permasalahan yang timbul dan sangat berdampak 

terhadap suatu negara ialah ketidakstabilan ekonomi dan Sosial, taernasuk Indonesia. Hal itu menyebab- kan 

pemerintah menetapkan suatu ke- bijakan untuk dapat hidup dan beradaptasi di era New Normal. Pada hal 

pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Lapas di kondisi pandemi saat ini, tidak akan berkurang sedikitpun hak 

atas para wargabinaan. Mereka tetap diberikan hak untuk hidup, bekerja, serta mengembangkan minat dan 

bakatnya. Dalam hal tersebut, Lapas mengadakan program pembinaan kemandiri- an terhadap Warga Binaan 

Pemasyara- katan agar mempersiapkan mereka keti- ka telah usai menjalani masa pidana di dalam lapas, dan 

dapat diterima oleh masyarakat dengan baik. Bimbingan kerja ini memiliki alur pendaftarannya, juga 

mempunyai berbagai jenis pelayanan bimbingan kerja. Setiap pelaksanaan kegiatan tersebut berdasarkan 

peraturan yang telah ada dan ditetapkan. Pembinaan kepribadian yang dilaksanakan di Lapas Kelas IIA 

Bukittinggi bertujuan untuk membentuk mental dan watak setiap Warga Binaan Pemasyarakatan agar 

bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat dan dapat berbaur lagi dengan masyarakat 

diluar Lapas. 
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